
BUPATI PATI

PERATT]RAN BIJPATI P,A.TI
N0h{oR 22 T,{,HLIN 2009

TEhITANG

STANDAR. SATUAI-{ HATTGA BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM
BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDAR SATU,{N HARGA PENGADAAN BARANG

KEBUTLII{A}I PEMERINTA}{ KABUPATEN PATI TAHLIS{ 2OO9

DENGAN RAHI\,IAT T[II{.4N YANG MAHA EsA

BTTPATI PATI,

Menimbang : fl. bahwa dalam rangka petraksanaan pasal 39 ayat t2) dan ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelol*an
Keuangan Daerah perlu menetapkan standar satuan Harga giaya
Kegiatan,dan Honorariraq Biaya pemelihaf,aan dan standar satuan
Harya Pengadaan Barang Ksbutuhen pemsrintatr Kabupaten Fati
Tahun 2tXl9 ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangiur sebagaimana dimaksud huruf 4
pedu monstapkan Psratursn Bupati. .

Mengingat : !.. TJndang - TJndang Namor L3 Tahun lgsO tentang pembentukan
Dasrah - daerah Kabupaten Dalam Lingkrmgan Fropinei Jawa
Tengah { Lerubaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Narnor
24 Berita Negara Tanggel S Agu$tus 1g50 ) ;

2. undang - undang Nomor 17 Tahrm ?003 tentang Keuangan Negara
{ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zs03 Nomor 4?,
Tarnba*ran Lernbaran Negara Reputrlik Indonesia Nomor 4zs6 ) ;

3. LTndang - Lindang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Ferbendaharaan
Negara ( tr-ornbaran Negara Republik Indanesia Tahun z0s4 Namar 5,
Tamb*han kmbaran Negar* Repubtik ltrdonesia Ncmor 4355 i ;

4. undang - {.indang Nomor l0 Tahusr 2*04 tsntang pernbeatr*an
Peratwan Perundang - undangan ( Lembaraa Negara Republik
Indanesia Tahun 2$s4 Nomcr 53, Tambahan l-ernturafl li*g*u
Republik Indonesia Nomor a3Sg ) ;

5. undang - undang Nornor 15 Tahun zf)04 tentang pe:neriksaan dan
Fertanggungiawaban Keuangan Negara { Lemtrman Negnra Reputrlik
Indonosia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia l*{omor 4400 } ;

6. undang - undang Nomor 25 Tahrm ?$04 tentang $istsm perenganftan
Pembangunan Nasional ( Irmbaran Negara Repubtik trudonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tarnbahan Lembaran Neg;ara Republik
IndonesiaNamor 4471)i



1. Undafig - Undang Noqxrm 32 Tahun ff|*4 Tentang Pernsrir*ahel
Daerah { Lembaran Negara Republik Indsteeia Tdrun ?$04 Nomor
1?5, Tail$*ran Lernbaran Negara Republik IndonEsia Nomor a$7 \;
seb4gaimana tslah diubah dengen Undang * TJndang Nomor 12 Tallrn
2ffi8 terdarig Psrubahan Ke&u Atas Undang - Undang Nsmor 32
Tahwr 2il04 tentang Pernerintahan Daer*h { I*nrbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2SSS Nornor 59, Tnnbahan l,embaran
Nqara Repubfik Indone*ia Nomor a8a4 ) ;

8. Undang - Undang Nomor 33 Tahrm 2004 tentang PErimban$n
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dail Pecrerintahan Daersh
{ Irmbaran Negara Republik Indonmia Tahun 2ffi4 Nomcr l?6,
T*mbahan Le$$aran Negara Republik Indonesir Namor 4438 ) ;

9. Perahrran Peffierintah Nomor 56 Tatrun 2005 tentang Sistem
I$fofinasi Kouangan Daerah { Lolnbm*n Negara Ropublik Indonesia
Tahun 2tX|5 Nomo'r 138, Tanbahan tembaran Negma Repubtik
Indnneeia Nomor a576) ;

10. Peratnran Pemerintah Notnor 58 Tahun 2S05 t€fltang Peogelolaan
Keuangan Daerah { I"ernbaran Negara Repu$ik Indsnesia Tahwr
2ffi5 Noqrmr 140, Tsrnbahan Lsmbaran Negara Republik Indorrsia
Nomor 4578 ) ;

11. PErafinm PEmerintdr l*{omor 6 Tahrm 2CIS6 knlang Fengelolaan
Barang Mlik Nqgaramaerah { L,enrbaan Negara Republik hdonesia
Tahun 2S06 Nomor ?0, Tmrbchafl L,embaran Negra Republik
trndonesia Noruor 4609 ) ;

1"2. Peraturffi Pemerintdr Nomsr 33 T*hun 2SS? tentang Pffibagia$
Urusan Femetintahan Antnra Pemerintatr, Pesn€rintah Daerah Provinsi
dail PEmeiintah Daerah Kabupaten / Kota ( I"anrbaran $egara
Republik Indonesia Tahrm 2007 Nomor 82, Tanrbahan trmbman
Negara Rep&lik Indoneaia Nomor 4737 );

13. Keputu*an Presiden Republik Indonosi* Nomor 80 Tshrm 2003
t€ntang Ped<xnan Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pcrne*intah
*ebagaimana telah diubah tsral&ir deftgfln Peraturan Presid€n Nomor
95 Tahrm ?00? tentang Porubahan Ke tujuh Atas Keputusan Presiden
Republik Indon*sia Nomor 80 Tehun ?003 tent*rg Podoman
Pelal$snaffn PengEdaan Barang / Ja*a Instansi Psmerintah ;

14. Pwafiran Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahrur ?0S6 tffirtang
$tafidsisasi Dan Prassana Kerja Pemerintah Oaerah ;

15" PEraluran MEnteri Dalam Negsri Nomsr 13 Talnm 20tr t€ntang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dsngEn Peratwan Menteri llalam Negeri Nomor 59 Tshrm 2007
tentarg Porubahan atas Perehran Menteri Dalam Neged Nornor 13
Tahun 20S6 tentang PEdoman Fengstolaan Keusngf,n Daarah ;



16. Perat$ran Daeratr Kabup*ten Pati Nornor 23 Tahrm ?007 tenkng
Pokok-pkck Pengololaan Keuangan Darrah { I"embaran Daerah
Kabrryden Pati Tahun 2$07 Nsmor ?3, Tanrhalran Ixmbuan Daerah
Kabupatea Pati Norncr 21 ) ;

MEMUTUSKAN :

MCNETAPKaN : PERATTIRAT{ BUFATI TENTAI.{G STA}.IDAR SATUAN HARGA
BIAYA KEGIATAN nAN HONORARIUIVI BIAYA
PEMELIHARAAN DA}I STA}.IDAR SATUAN HARGA
PENGADAAN BARAhIG KEBUTUHAN PEMERINTA}I
KABIJPATEN PAfi TA}II.JN 2009.

Pasal 1

Standar S*ran Harga Biaya Ksgiatffi dan Hrmcmriunq Birya
Pemeliharam, Dan Standm Seftan Harga Pengadaan Bmang Kebutuhan
Pemerintah Kabupaten Pati Tatrrn 2009 sebagairnana tErsebut dalsm
lampiran yang merupakan bagia$ yang tidak tsrpisehkan dari Peraturan
Bup*ti ini

Pasal 2

Stardar $ailffi IIqs Beieya Ksghlan Dan llo*rorarhwr , Fiirya;
Pemeliharaan Dan Stmdr Standar Satuffi Htrga Fengadaan Barang
Kebuftrtran Psrsinfatr Kabupaten Pati eebagairnana dirnaksud dalmn
pasal I merupakmr batas harge tefiinggi yary tidrk boleh dilampaui dan
sudah tsrmasuk paiakgajak d*n jasa lainnya.

Pasat 3

Felaksnnaan kegiata& paneliharaan dan pqgadaan bmang b€ryedoman
p*da harya satuan yflng berlaku pada saat pekerjaar/pengadaan
dilcksanakarr dan tidak melauryaui haryt ttrtinggi $sbsgaim*na dim*e$d
dalam pasal 1.

Pasal 4

Penrilihs* jeaie barary yang akan dft€li dan dipereur*an dieeBuaikan
alau eetara dengan jErds bar*ngyang telah diteftUrlEan.

Pasal 5

Apabila dalmn pelaksanaan Paratruan ini tcrja$i pcnrbahan hmga yang
molebihi Standsr Safim$ Harya dan at*u tidak tercantrurn dalam $tilndar
$ahran *krga ffiaka petaksanaannya harus mendapatkaa rekoft€rds$i dari
Tim Peryusun Standar Satuan lfurga Biaya Kegiatm Dnn Honorariru&
Biaya Pemeliharaan Dan Skfidsr Satuan Hargg Pengedaan Barang
Kebutuham Pemerintah Kabupaten Pati dan dimint*an iiin Sapati"



Pa$aI 6

Peraturan ini mrilai bertaku untuk p€rencfiuilm dan pelaksanam kcgiatan
Tahm Algnra{t 2009.

Agflr retiap ormg mengetatruinya, menre*intahkan pengunda@an
Porafiran Bupati ini dengan pencmpatanrya dalam B€rita Daerah
Kabrpaten Pati.

Diist{pk& di Pari
padataggfll

TASIM.A.N
Dundarylan di Pati
padatangal
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